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RINGKASAN EKSEKUTIF

Prinsip manajemen modern mengisyaratkan kepada setiap instansi
pemerintah agar berupaya meningkatkan akuntabilitas publik. Tidak hanya
mempertanggungjawabkan jumlah uang atau sumber daya yang telah dibelanjakan
(input oriented), akan tetapi lebih menitikberatkan pertanggungjawaban tersebut
pada upaya pencapaian hasil kerja (outcome) atau keluaran (output) dari

perencanaan alokasi biaya atau masukan (input) yang ditetapkan.

Hal ini sejalan dengan keinginan masyarakat yang menghendaki agar
pemerintah menyelenggarakan sistem akuntabilitas kinerja instansi yang baik,
tertib dan teratur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Setiap instansi
harus selalu melakukan perbaikan sehingga pemerintah benar-benar menjalankan
praktek-praktek yang sehat, ekonomis, efisien, efektif, dan tanggap terhadap

perubahan.

Oleh karena itu, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Permen PAN & RB,
Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir menyusun laporan kinerja instansi pemerintah
(LKj) -untuk tahun anggaran 2019 sebagai media untuk memberikan
pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja yang
berhasil dan belum dicapai selama tahun anggaran 2019 kepada Pimpinan dan
pihak-pihak lain yang berkepentingan (stakeholder). Dalam laporan ini disajikan
pula pertanggungjawaban keuangan yang mengungkapkan capaian realisasi

penerimaan dan pengeluaran selama tahun anggaran 2019.

LKj tahun anggaran 2019 merupakan media pertanggungjawaban untuk
tahun ketiga dari amanah yang telah ditetapkan dalam pernyataan visi dan misi
Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan Renstra 2016 - 2021. Ada pun

pernyataan visi Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir adalah :
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“MENJADI APIP YANG PROFESIONAL DAN DIPERCAYA UNTUK
MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR”

Visi tersebut akan dicapai melalui pernyataan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas APIP;
2. Meningkatkan Peran Pengawasan Intern dalam melakukan

manajemen resiko, Pengendalian dan tata kelola organisasi

pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir

Visi dan misi tersebut merupakan acuan untuk menetapkan strategi
Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir serta cara mencapainya dalam bentuk
kebijakan, program dan kegiatan yang sifatnya strategis. Dua pernyataan misi
tersebut dijabarkan ke dalam 3 (tiga) sasaran strategis. Pada tahun 2019, untuk 3
(tiga) sasaran strategis tersebut, telah ditetapkan 7 (tujuh) program dan 64 (enam
puluh empat) kegiatan dengan 1 (sebelas) indikator kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2019
ter]ihaf bahwa belum seluruh kinerja sasaran dan kegiatan berjalan dengan
optimal, antara lain disebabkan keterlambatan pengesahan APBD, Rasionalisasi
Anggaran, dan belum sinkronnya program kerja pengawasan tahunan (PKPT)
pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawasan/ pemeriksa lainnya.

Belum optimalnya pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan yang
diinginkan tersebut, selanjutnya disebabkan manfaat (benefit) dan darﬁpak
(impact) hasil kegiatan tahun anggaran 2019 tidak dapat langsung dirasakan secara
nyata pada tahun yang bersangkutan atau jangka pendek; adanya kegiatan yang
sampai dengan tahun anggaran 2019 berakhir belum dapat dilaksanakan secara

maksimal antara lain disebabkan rasionalisasi anggaran, masih rendahnya OPD
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menindak lanjuti temuan hasil pengawasan, dan masih terbatasnya jumlah
auditor. Hal ini mengakibatkan pencapaian target indikator sasaran dalam
pencapaian visi misi belum dapat mendukung secara optimal pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir.

Diharapkan LKj ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh jajaran Inspektorat
Kabupaten Rokan Hilir sebagai pedoman untuk meningkatkan kualitas kinerja
dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat. Dengan memperhatikan
capaian kinerja yang diperoleh, langkah- langkah yang akan dilakukan untuk
meningkatkan kinerja di masa yang akan datang di antaranya meliputi untuk
merumuskan kebijakan-kebijakan yang lebih terarah untuk meningkatkan peran
Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir di masa yang akan datang menuju tercapainya

visi Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir.

Bagansiapiapi, 03 Februari 2020

/
« INSPEKTUR,

H. ROY AZIAN, AP., M.Si
_NIP. 19750413 199503 1 002
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Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang menganugrahkan
berkah rahmat dan hidayahNya sehingga Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat
Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2019 dapat diselesaikan dan disampaikan
dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai wadah bagi pelaporan kinerja dalam meningkatkan akuntabilitas
dan kinerja, LKj pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijaksanaan
yang telah digariskan serta kebijaksanaan operasional dalam pencapaian visi dan
misi Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir, serta penjelasan tentang perencanaan
kinerja dan capaian kinerja organisasi, realisasi anggaran serta analisis capaian
kinerja, analisis permasalahan dan strategi pemecahan masalah dalam upaya
peningkatan kinerja di masa mendatang.

Sebagai media pertanggungjawaban tahun ketiga dari Rencana Strategis
Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 - 2021, LKj Inspektorat Kabupaten
Rokan Hilir tahun anggaran 2019 sudah disusun berdasarkan Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan wujud dari
keinginan . Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir untuk dapat menyajikan
pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel dan dalam memenuhi
harapan masyarakat, yaitu terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang
bersih (clean government) dan kepemerintahan yang baik (good governance).

Laporan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang
obyektif bagi Pimpinan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan (stakeholders).
Kami mengharapkan informasi yang disajikan dalam laporan ini dapat
memberikan gambaran yang memadai tentang hasil dan capaian kinerja

Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir.
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Akhirnya, kami berharap LKj ini dapat digunakan sebagai tambahan
masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja Inspektorat
Kabupaten Rokan Hilir dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan
bidang pemerintahan, pembangunan serta pelayanan prima kepada masyarakat.
Semoga laporan ini bermanfaat baik sebagai media pertanggungjawaban maupun
sebagai upaya membangun akuntabilitas publik di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Rokan Hilir.

Bagansiapiapi, o3 Februari 2020

INSPEKTUR,

H. ROY AZLAN, AP., M.Si
NIP. 19750413 199503 1 002
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Rokan Hilir Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Rokan Hilir, merupakan unsur Pengawas Penyelenggara Pemerintah
Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang dipimpin oleh seorang Inspektur
yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati
dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris

Daerah.

B. KEWENANGAN, TUGAS POKOK & FUNGSI DAN STRUKTUR
ORGANISASI

1) Tugas Pokok
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Inspektorat
Kabupaten Rokan Hilir mempunyai tugas melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan di daerah,
pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa

dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

b. Fungsi
Untuk melaksanakan tugas tersebut Inspektorat Kabupaten
Rokan Hilir mempunyai fungsi sebagai berikut :
(1) Perumusan perencanaan program pengawasan;

(2) Perumusan kebijakan dan penyelenggraan pengawasan;
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(3) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas
pengawasan;

(4) Pemantauan dan pembinaan penerapan Sistem Pengendalian
Internal Pemerintah (SPIP);

(5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Kewenangan

Adapun, kewenangan yang dimiliki untuk melaksanakan
fungsi tersebut adalah:

1. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap tugas pemerintahan
Kabupaten yang meliputi pemerintahan, agraria, keuangan,
perlengakapan dan peralatan, badan usaha daerah,
pembangunan, kesatuan dan perlindungan masyarakat,
perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

2. Pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau
sewaktu-waktu dari setiap tugas perangkat daerah;

3. Pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan
tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas
perangkat daerah;

4. Pembinaan tenaga fungsional di lingkungan Inspektorat
Kabupaten;

5. Evaluasi dan pelaporan.

d. Struktur Organisasi
Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Rokan Hilir yang dipimpin oleh seorang Inspektur dan
membawahi Sekretaris, Empat Inspektur Pembantu, tiga Sub

Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.
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Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir terdiri
dari ;

1. Inspektur;

2. Sekretaris;

Sub Bagian Administrasi Umum & Keuangan;

Sub Bagian Perencanaan;

Sub Bag Analisis dan Evaluasi;

o v W

Inspektur Pembantu Wilayah I;
7. Inspektur Pembantu Wilayah II;
8. Inspektur Pembantu Wilayah III;
9. Inspektur Pembantu Wilayah 1V;

10. Kelompok Jabatan Fungsional.

C. TUJUAN PENYUSUNAN DAN SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan akuntabilitas kinerja ini menyajikan data pencapaian
kinerja (performance results) Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir sesuai
dengan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2016-
2021 dan dokumen Rencana Kinerja Tahun 2019. Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir disusun
untuk memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah Permen PAN & RB ini memberikan tuntunan
kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKj) sebagai bagian integral dari siklus
akuntabilitas kinerja yang utuh dalam suatu sistem AKIP.

Laporan Kinerja ini memiliki dua fungsi utama sebagai berikut:
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Pertama, sebagai sarana bagi Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir untuk
menyampaikan  pertanggungjawaban  kinerja  kepada  seluruh

stakeholders (Bupati, DPRD, dan Masyarakat).

Kedua, merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Inspektorat
Kabupaten Rokan Hilir sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di

masa mendatang.

Dua fungsi utama tersebut merupakan cerminan dari maksud
dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Inspektorat

Kabupaten Rokan Hilir.

Dalam laporan Kinerja ini disajikan data kegiatan maupun
sumber pembiayaan yang bersifat strategis, yaitu data kegiatan
pembangunan sebagaimana tercantum dalam APBD Tahun Anggaran
2019 beserta perubahannya. Strategis yang dimaksudkan di sini adalah
kegiatan yang mempunyai bobot strategis dalam kaitannya dengan
tugas pokok dan kewenangan Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir,
sementara dari sudut pembiayaannya disajikan biaya yang secara
langsung digunakan untuk membiayai kegiatan, namun tidak termasuk
biaya yang bersifat penunjang antara lain gaji dan tunjangan pegawai.
Capaian kinerja individual per kegiatan sesuai data yang tersedia

terbatas pada indikator input, output, dan outcome.

Dengan pola pikir seperti disebutkan diatas, maka sistematika
penyajian Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir tahun
anggaran 2019 diuraikan melalui 4 (empat) bab, sebagai berikut ;

Bab1 - Pendahuluan, menguraikan mengenai gambaran umum
organisasi, Kewenangan Tugas Pokok & Fungsi dan
Struktur Organisasi, serta tujuan penyusunan dan
sistematika penyajian dengan penekanan kepada aspek

strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic
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Bab 2

Bab 3

sissued) yang sedang dihadapi organisasi.
Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ ikhtisar
perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
Akuntabilitas  kinerja tahun 2019, menguraikan
mengenai analisis capaian kinerja 2019, setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai
dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk
setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut
dilakukan capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja
tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta
capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan
beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan
tahun ini dengan target jangka menengah yang
terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan
standar nasional (jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau
peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif
solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atau efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang
keberhasilan atau pun kegagalan pencapaian
pernyataan kinerja).

Realisasi Anggaran tahun 2019, menguraikan realisasi

anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan

untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan
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dokumen perjanjian kinerja.

Bab 4 - Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari LAKIP
tahun 2019 dan rekomendasi yang diperlukan bagi

perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten
Rokan Hilir tahun 2019 ini, apabila diilustrasikan dalam Gambar adalah

seperti pada halaman berikut :

Pendahuluan

v
smsmmsEEEEm
o
Q
o
-

Perencanaan Kinerja

=

Akuntabilitas Kinerja 2019

v
vs)
[Y)
(=
N

Capaian Kinerja &
Realisasi
Anggaran
2019

Analisis Capaian

Kinerja 2019

v

Simpulan dan
: Bab 4
Saran .

Gambar 1.1 Sistematika penyajian Laporan Kinerja Inspektorat

Kabupaten Rokan Hilir tahun 2019
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Sistematika penyusunan di atas mengacu kepada Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah.
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BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2016-2021
Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir
Tahun 2016-2021 telah disahkan Januari 2017. Tahun 2019 ini merupakan
tahun ketiga dari pelaksanaan Renstra tersebut, pernyataan Visi dan
Misi yang tertuang dalam Renstra Inspektorat adalah sebagai berikut :
1) Pernyataan Visi dan Misi
Visi Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir adalah “ MENJADI
APIP YANG PROFESIONAL DAN DIPERCAYA UNTUK
MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR”.

Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir, sebagai aparatur
pengawasan internal pemerintah (APIP) daerah, merupakan alat
pimpinan yang harus dapat memberikan kontribusi dalam
mewujudkan pemerintahan yang baik di lingkungan Kabupaten
Rokan Hilir. Oleh karena itu, aparatur Inspektorat Kabupaten Rokan
Hilir haruslah amanah, dalam arti mempunyai kemampuan dan
keahlian di bidangnya, memiliki rasa tanggung jawab dalam
pelaksanaan tugas dan memiliki integritas pribadi yang tinggi dan
terpercaya.

Dengan visi demikian Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir
diharapkan menjadi pelopor sekaligus pendorong (change of agent)
aparatur pemerintah daerah di lingkungan Kabupaten Rokan Hilir
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kebijakan
dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Untuk dapat mewujudkan visi yang telah disepakati, maka

pernyataan misi merupakan tujuan utama ke arah mana



Laporan Kinerja (Lkj) Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2019

perencanaan/program instansi pemerintah dalam mencapai visi,

dengan pernyataan misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang

berkepentingan dapat mengenal dan mengetahui alasan keberadaan

Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir.

Berkaitan dengan hal tersebut, Inspektorat Kabupaten Rokan

Hilir mempunyai misi sebagai berikut :

1) Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas APIP.

2) Meningkatkan peran pengawasan intern dalam melakukan
manajemen resiko, pengendalian dan tata kelola organisasi
pemerintah di lingkungan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Penjelasan makna

a. Pengawasan harus dilaksanankan secara efektif efisien dan tepat
sasaran, serta mampu memberikan data dan informasi yang
berguna untuk pengambilan keputusan dalam rangka kelancaran
roda pemerintahan. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan
manajemen pengawasan yang handal dan kredibel, sehingga
keberadaannya  benar-benar dirasakan  baik  pimpinan,
masyarakat, maupun pihak pihak lain yang berkepentingan.

b. Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir merupakan pembantu Bupati
di bidang pembinaan dan pengawasan, yang harus dapat
memberikan kontribusi dalam menetapkan dan melaksanakan
kebijakan agar tetap pada jalur peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk mewujudkan pemerintahan dan
pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna. Oleh karena
itu, Inspektorat tidak hanya melakukan pengawasan dalam
rangka  pengendalian  pelaksanaan = pemerintahan dan
pembangunan, tetapi juga melakukan pembinaan terhadap
aparatur pemerintah daerah, agar sistem pemerintahan dan
pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik dan

lancar.



Laporan Kinerja (Lkj) Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2019

c. Pengawasan merupakan bagian tak terpisahkan dalam
penyelenggaraan  pemerintahan. Agar perencanaan dan
pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan
secara efektif efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Namun, hal ini belum sepenuhnya disadarai oleh jajaran aparatur
Pemerintah Daerah. Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir merasa
perlu untuk menumbuhkembangkan budaya pengawasan di
lingkungan aparatur pemerintah daerah, sehingga pengawasan
merupakan suatu kebutuhan dalam rangka tanggungjawab
bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang elok dan

memberikan layanan yang prima kepada masyarakat.

2) Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan,
maka Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir menjabarkan visi dan misi
ke dalam bentuk yang lebih nyata, operasional, dan terarah berupa
perumusan tujuan dan sasaran.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari
pernyataan misi, yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir
yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu. Tujuan merupakan
target kualitatif yang penetapannya telah mempertimbangkan
sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki. Tingkat pencapaian
tujuan merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir
(performance indicator).

Tujuan akan menggambarkan arah strategis dan perbaikan-
perbaikan yang ingin dicapai ke depan dengan lebih mempertajam
fokus pelaksanaan misi, sekaligus meletakkan kerangka prioritas
untuk lebih memfokuskan arah semua program dan aktivitas dalam

melaksanakan misi yang telah ditetapkan.
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3)

Sasaran merupakan target kuantitatif yang akan dicapai dalam
jangka pendek, vyaitu dalam kegiatan operasional. Sasaran
merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis.
Fokus utama dalam penetapan sasaran ini adalah alokasi sumber
dana serta sumber daya yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten
Rokan Hilir dalam usaha pencapaian kinerja yang diinginkan.

Sasaran Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir merupakan
gambaran yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan operasional
dalam kurun waktu maksimal 1 (satu) tahun atau kurang dari 1
tahun, guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan untuk 5 (lima)
tahun.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada faktor-faktor
kunci keberhasilan (key success factors) yang telah diidentifikasikan
sebelumnya, yakni yang telah memperhitungkan analisis atas kondisi
lingkungan strategis serta segala sumberdaya yang dimiliki, sehingga
tujuan dan sasaran yang ditetapkan menjadi lebih rasional dan dapat
dicapai (achievable). Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir telah
merumuskan tujuan dan sasaran strategis yang merupakan bagian
integral dalam proses Rencana Strategis Tahun 2016 s.d. 2021 untuk
mencapai misi dan merealisasikan visi.

Penetapan Indikator Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merepresentasikan
pertanggung-jawaban instansi pemerintah atas capaian kinerjanya,
dalam arti sejauh mana suatu instansi pemerintah telah mencapai
tujuan dan/atau sasaran strategis yang telah ditetapkan. Oleh karena
itu, secara berkala instansi pemerintah harus mengkomunikasikan
informasi capaian kinerja berkaitan dengan pemenuhan sasaran
strategis, melalui mekanisme pelaporan kinerja.

Indikator kinerja yang dilekatkan pada sasaran strategis

adalah indikator keluaran (output) dan indikator kinerja hasil
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(outcome). Indikator kinerja keluaran dan hasil ini harus
merepresentasikan kondisi yang hendak dicapai dalam periode
pencapaian sasaran yang biasanya mencakup periode waktu sampai 1
(satu) tahun.

Sebagai sarana akuntabilitas kinerja, Inspektorat Kabupaten
Rokan Hilir menetapkan indikator kinerja sasaran yang akan dicapai
dalam tahun 2019 yang dituangkan dalam Rencana Kinerja (Renja).
Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Inspektorat

Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 s.d 2021 adalah sebagai berikut :

No | Tujuan Indikator | Sasara Indikator Rencana Capaian Kinerja
Tujuan n Kinerja °
Strateg \g g °§ g g
is A q q Q N
1 Meningkat | Terwujudnya | Mening | 1. Persentase 15% 30% 45% 60% | 75%
kan APIP yang kat Aparat
Kapasitas | Berkompeten | nya Pengawas
dan dan Kualitas inigering
Kapabilitas | Dipercaya dan Pemerintah
APIP B AP yang
P memiliki Level1 | Level | Level3 | Level | Level
[EL standar 2 3 3
APIP kompetensi
2. Kapabilitas
APIP
menjadi
Level 3
2 Mewujudk | Terwujudnya | Mening | 1. Persentase
an Tata | Tata Kelola | katnya OPD yang | 50% 45% 40% 35% 30%
Kelola Pemerintahan | Hasil mendapat
Pemerinta yang Baik Pengaw temuan
h _ Yang | dan Melayani 1san berindikasi
Baik d_an dalam Upaya merugikan
Melayani : yang 1
Meningkatka Berkuai Keungan
{ljalam n crical daerah 45% 50% 55% 60% 65%
paya s 2. Persentase
Meningkat Kepercayaan
Publik rekomenda-
kan . .
Kepercayaa o hasil
p Y pemeriksa-
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n Publik an yang
telah
ditindak

lanjuti

1. Persentase

10%

OPD yang
telah

mengimple
mentasi kan
SPIP  pada
level

berkembang

2. Persentase 5%
OPD yang
mendapat
Kategori
Wilayah
Bebas
Korupsi
(WBK) dan
Wilayah
Birokrasi
Bersih
Mekayani
(WBBM)
3. Nilai C CcC
Evaluasi
PMPRB
4. Persenatse 10% 70%
OPD
dengan
nilai B
sesuai SAP SAP
dengan
SAP

Hasil Sakip
5. LKPD Sesuai Sesuai
6. Level
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Maturitas
SPIP
Instansi

7. Hasil B B BB BB
Evaluasi
Sakip
Instansi

BB

B. Rencana Kinerja Tahun 2019

Rencana kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari
rencana strategis untuk suatu tahun tertentu, yang direncanakan pada
awal tahun dan merupakan kesepakatan tentang kinerja yang akan

diwujudkan.

Rencana Kinerja Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir untuk
tahun 2019 merupakan komitmen yang harus dilaksanakan oleh setiap
anggota organisasi di lingkungan Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir,
dalam upaya mencapai tujuan dan salsaran yang telah dirumuskan

dalam perencanaan strategis tahun 2016 - 2021.

Proses penyusunan rencana kinerja Inspektorat Kabupaten
Rokan Hilir melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :
1. Penetapan Sasaran Strategis
Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir mengidentifikasikan
sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai di tahun 2019, seperti
telah dicanangkan dalam Perencanaan Strategis dengan
memperhatikan anggaran yang tersedia dalam tahun 2019. Sasaran
strategis ini meliputi indikator kinerja yang akan dijadikan tolok

ukur keberhasilan pencapaian sasaran.
2. Penetapan Program

Berdasarkan informasi yang tercantum dalam formulir

Rencana Strategis diidentifikasikan program-program yang akan
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dilaksanakan dalam tahun 2019 untuk mencapai sasaran yang telah
ditetapkan.
3. Penetapan Kegiatan
Untuk masing-masing program yang akan dilaksanakan,
Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir menetapkan kegiatan-kegiatan
yang akan dilaksanakan agar sasaran strategis yang telah ditetapkan
dapat dicapai dalam tahun yang bersangkutan. Kegiatan - kegiatan
yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi indikator yang
diharapkan sehingga pelaksanaannya mengarah pada pencapaian
sasaran dan tujuan.
4. Penetapan Target Kinerja
Sebagai bentuk komitmen organisasi, Inspektorat Kabupaten
Rokan Hilir menetapkan target kinerja (kuantitatif) untuk seluruh
indikator kinerja, baik untuk tingkat sasaran strategis maupun untuk

tingkat kegiatan.

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian kinerja merupakan amanat Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan
komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai
kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu
dengan memepertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan
khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan
akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata
komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai
dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi
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kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan

dan sanksi.

Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir telah membuat perjanjian
kinerja tahun 2019 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas
dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini telah mengacu kepada
Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021.
Oleh karena itu indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan
dalam perjanjian kinerja ini adalah indikator kinerja yang telah
ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam Renstra Inspektorat

Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021.

Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir tahun
2019 dapat dilihat pada Lampiran I Perjanjian Kinerja Inspektorat

Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019.
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BAB3
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

Pengukuran tingkat capaian kinerja mencakup penetapan
indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja yang
digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang
telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visinya. Pada
tahun anggaran 2019 pengukuran kinerja yang dilakukan oleh
Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir meliputi pengukuran kinerja atas
capaian kinerja sasaran strategis dan pengukuran kinerja kegiatan.
Pengukuran kinerja sasaran strategis merupakan capaian yang
dihasilkan dengan membandingkan rencana indikator kinerja sasaran
strategis yang direncanakan dengan realisasi indikator kinerja sasaran
strategis yang dapat dicapai. Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan
dengan membandingkan indikator input, output dan outcomes yang
direncanakan dengan indikator input, output dan outcomes yang dapat
dicapai dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Dalam tahun anggaran 2019, sasaran strategis yang akan
dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat Kabupaten
Rokan Hilir meliputi 3 (tiga) Sasaran Strategis yang didukung oleh 7
(tuyjuh) program dan dijabarkan dalam 64 (enam puluh empat)
kegiatan. Pengukuran kinerja Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir
mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
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Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum, Indikator kinerja dari kegiatan yang telah
dilakukan sudah dapat dirumuskan sampai dengan indikator kinerja
outcome dari masing-masing kegiatan. Namun, permasalahan yang
dihadapi dalam menghitung pencapaian kinerja adalah berkaitan
dengan data kinerja yang mendukung pencapaian indikator outcome
yang dipakai.

Oleh karena itu, untuk beberapa kegiatan yang tidak
diperoleh data kinerjanya, pengukuran pencapian kinerja dilakukan
secara kualitatif dengan menggunakan satuan % dengan  dasar
pemikiran bahwa atas kegiatan tersebut telah dirasakan manfaatnya,
tetapi tidak/belum dapat diukur secara kuantitatif.

Sementara itu untuk indikator manfaat (benefit) dan dampak
(impact) belum dapat dilakukan pengukuran pencapaian kinerja, karena
menurut hemat kami hal itu belum dapat dilakukan/dilihat pada tahun
yang bersamaan dengan tahun pelaksanaan kegiatan. Di samping itu,
diperlukan dana dan tenaga yang cukup besar untuk dapat melakukan
pengumpulan data pengukuran benefit dan impact.

Untuk tahun 2019, sebagian besar kegiatan telah mencapai
output 100%, kecuali sejumlah kegiatan yang tidak mencapai 100% yang
terjadi karena pergeseran jadwal pelaksanaan kegiatan dan rasionalisasi
anggaran, laporan yang dalam proses penyelesaian, target tindak lanjut
hasil audit yang relatif masih rendah. Hal ini tentu mempengaruhi
capaian indikator outcome dari kegiatan tersebut disamping adanya
beberapa kegiatan yang belum mengahasilkan outcome karena belum
dimanfaatkannya output dari kegiatan dan belum diperolehnya data

yang akurat atas outcome yang diharapkan.
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Pengukuran kinerja masing-masing sasaran dan kegiatan untuk

menetapkan capaian akhir indikator dan realisasi pencapaiannya dapat

dilihat lampiran III Pengukuran Kinerja Inspektorat Kabupaten

Rokan Hilir Tahun 2019.

1. Perbandingan Target dan realisasi kinerja Tahun 2019

Tujuan Target Realisasi
Mewujudkan | Meningkatnya Persentase = Aparat
APIP yang | kualitas dan | Pengawasan Intern | 60% 84%
kompeten dan | kapabilitas APIP | Pemerintah  (APIP)
dipercaya yang memiliki
standard kompetensi
Kapabilitas APIP | Level3 | Levels
menjadi Level 3
Mewujudkan Meningkatkan Persentase OPD yang | 35% 8,60%
Tata Kelola | Hasil mendapat  temuan
Pemerintahan | Pengawasan yang | berindikasi
yang baik dan | Berkualitas merugikan keuangan
melayani daerah
dalam  upaya Persentase 60% 65,19%
meningkatkan rekomendasi  hasil
Kepercayaan pemeriksaan  yang
Publik telah ditindak lanjuti
Meningkatnya Persentasi OPD yang 50% 57,14%
Peran APIP | telah
dalam mengimpelemtasikan
Pelaksanaan SPIP  pada level
Reformasi berkembang
Birokrasi Jumlah OPD vyang| 20% 10.70%
mendapat  kategori
wilayah Bebas
Korupsi (WBK) dan
Wilayah  Birokrasi
Bersih Melayani
(WBBM)
Nilai Evaluasi CcC C
PMPRB
Persentase Hasil | 70% 52,14%
Sakip OPD dengan
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nilai minimal B

LKPD sesuai dengan | Sesuai Sesuai
SAP SAP SAP
Level Maturitas SPIP | Level 3 N/A
Instansi

Hasil Evaluasi Sakip BB BB

Instansi

2. Perbandingan Realisasi kinerja tahun 2019 sesuai dengan Renstra

No Sasaran Indikator Realisasi Target Sesuai Renstra
Strategis Kinerja Kinerja
2019
2018 2017 2016
1 Meningkatnya | Persentase Aparat
kualitas dan | Pengawasan 84% 50,9% 28% 15%
Kapabilitas Intern Pemerintah
APIP (APIP) yang
memiliki standard
kompetensi
Kapabilitas APIP
menjadi Level 3 Level 3 Level Level 2 | Level
3DC 1
2 | Meningkatnya | Persentase OPD 8,60% 32,14% 35% 50%
Hasil yang  mendapat
Pengawasan temuan
yang berindikasi
Berkualitas merugikan
keuangan daerah
Persentase 65,19% 54,4% 40% 38%
rekomendasi hasil
pemeriksaan yang
telah ditindak
lanjuti
3 Meningkatnya | Persentasi OPD 57,14% 57,14% 7% 0%
Peran APIP | yang telah meng
dalam implementasikan
Pelaksanaan SPIP pada level
Reformasi berkembang
Birokrasi
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0%

0%

Persentase OPD 10.70% 0%
yang mendapat
kategori wilayah
Bebas  Korupsi
(WBK) dan
Wilayah Birokrasi
Bersih Melayani
(WBBM)

PMPRB

Nilai Evaluasi C CC C n/a

Sakip OPD
dengan nilai
minimal B

Persentase Hasil 52.14% 71% 50% 7%

dengan SAP SAP Sesuai

LKPD sesuai | Sesuai SAP | Sesuai Belum Belu

SAP Sesua
i SAP

Level  Maturitas N/A 3 1
SPIP Instansi

Hasil Evaluasi BB BB BB
Sakip Instansi

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan standar nasional

Inspektorat ~ Kabupaten = Rokan Hilir tidak dapat
membandingkan realisasi kinerjanya dengan standar nasional yang

disebabkan keterbatasan data/dokumen nasional.

4. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau

peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah
dilakukan :

Analisis pencapaian kinerja dilakukan dengan
membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan kinerja yang
direncanakan (target) untuk masing-masing indikator sasaran.
Dengan analisis ini dapat diketahui sasaran mana yang tidak dapat
mencapai rencana yang telah ditetapkan, sehingga dapat ditentukan

tindakan perbaikan yang harus dilakukan di masa mendatang.
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1. MISII : Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas APIP

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas dan Kapabilitas APIP

# Pencapaain sasaran ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja.

Adapun indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

Persentase 60% 94% 157%
APIP yang

memiliki

standar

kompetensi

Upaya pencapaian sasaran ini dilaksanakan dengan
kebijakan yang diterapkan adalah “Meningkatnya Kualitas APIP”
dengan  Program  pendukungnya  yaitu Peningkatan
Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan,

Adapun kegiatan pendukungnya antara lain :

Pelatihan 175.000.000  74.886.500,00 42,79
Pengembangan Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan

Pemahaman  Prosedur

Pengawasan (Pelatihan

PKS)

Pelatihan 175.000.000 - 0,00
Pengembangan Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur
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Pengawasan
Pemahaman  Prosedur
Pengawasan (Pelatihan
PPM)

Pelatihan 250.000.000  73.183.200,00 29,27
Pengembangan Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan( Sertifikasi)
Pelatihan Teknis 200.000.000 - 0,00
Pengawasan dan
Penilaian Akuntabilitas
Kinerja
800.000.000 148.069.700 18,51

Kebutuhan Auditor Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir
sebanyak 53 orang. Sesuai dengan analisa perhitungan
kebutuhan auditor di lingkungan Inspektorat Kabupate Rokan
Hilir. Berdasarkan target jumlah APIP yang memilik sertifikat
dalam rencana strategis Inspektorat pada Tahun 2019 adalah 32
orang atau 60%. Realisasi berdasarkan data sampai Tahun 2019,
auditor Inspektorat berjumlah 27 orang atau 84% dari kebutuhan
di Tahun 2019. Berarti melebihi target yang telah ditetapkan
sebesar 140%. Dengan rincian 1 (sebelas) orang Auditor Muda, 15
(lima belas) orang Auditor Pertama, 1 (satu) orang Auditor
terampil.

Faktor pendukung dalam pencapaian target APIP yang
berkualitas dan memiliki sertifikasi adalah :

1. Adanya penambahan/pindah pegawai dari OPD lain dan
telah mengikuti sertifikasi JFA;

2. Pelaksanaan diklat sertifikasi JFA masih bisa terjangkau oleh
APIP Kabupaten Rokan Hilir yaitu dilaksanakan di Kantor

Perwakilan BPKP Propinsi Riau di Pekanbaru;
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3.

Tersedianya Dana dalam pelaksanaan sertifikasi dan
bimbingan teknis/workshop/pelatihan teknis dan substansi

pengawasan lainnya.

Sebagai bahan pertimbangan untuk Tahun yang akan

datang, Inspektorat akan mengusulkan kepada Bupati Rokan

Hilir untuk :

1.

90
80
70
60
50
40
30
20
10

Menambah pegawai dalam memenuhi kuantitas sumber daya
manusia di Inspektorat dan akan meningkatkan kualitas SDM
nya melalui pelatihan/sertifikasi/bimbingan
teknis/Workshop;

Menambah/mempertahankan anggaran Inspektorat dalam

rangka meningkatkan kualitas SDM APIP.

Persentase APIP yang memiliki

standar kompetensi
84
50,9
28
== I

2016 2017 2018 2019

Gambar 1. Persentase APIP yang memiliki standar

kompetensi Tahun 2016 - 2019
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KLASIFIKASI AUDITOR TAHUN 2019

TERAMPIL
4%  AUDITOR
MUDA
‘ AUDITOR 41% ‘
PERTAMA |

|
\
|
AUDITOR ‘
\

55%

Gambar 2. Klasifikasi Auditor Tahun 2019

% Pencapain sasaran ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja.

Adapun indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

Upaya pencapaian sasaran ini dilaksanakan dengan kebijakan

yang diterapkan adalah “Meningkatkan Kapabilitas APIP” dengan
program pendukungnya yaitu Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur. Adapun kegiatan-kegiatan pendukungnya antara lain :
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Peningkatan 250.000.000  212.109.380,00 84,84
Kapabilitas APIP

Penilaian = Angka  80.000.000 74.892.400,00 03,62
Kredit (PAK)

Jabatan Fungsional

Auditor dan

P2UPD

Bimbingan Teknis 300.000.000  288.133.200,00 96,04
Implementasi

Peraturan

Perundang-

undangan

Pelaksanaan 50.000.000 - 0,00
Sosialisasi Anti

- Korupsi

DUMEAHM 50000000  s7sidofe 8458

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Peraturan
Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan, BPKP telah melakukan penjaminan
kualitas (Quality Assurance) atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP
pada Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 sebagaimana
Laporan dengan Nomor LQAPIP-472/PWo4/6/2019 Tanggal 29
November 2019 menyimpukan bahwa Kapabilitas APIP Inspektorat
Kabupaten Rokan Hilir berada pada level 3 untuk semua elemen
sebagai berikut;

1. Peran dan Layanan

N

Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Praktik Profesional
Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja

Budaya dan Hubungan Organisasi

o v a W
w W w W W W

Struktur Tata Kelola
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Sehubungan dengan capaian tersebut, diinstruksikan kepada

Kabupaten Rokan Hilir untuk ;

1.

Mendorong manajemen pemerintah daerah untuk meningkatkan
kematangan pengelolaan resiko dan mendorong APIP
mengimplementasikan Kapabilitas APIP Level 3 dengan
melakukan penilaian efektivitas pengelolaan resiko pemerintah
daerah;

Meningkatkan praktik - praktik yang baik sebagaimana
kapabilitas APIP Level 3 dengan mengimplementasikan Key
Process Area (KPA) secara baik dan terus menerus
(Institutionalized), serta mulai mempersiapkan diri untuk menuju
level kapabilitas yang lebih tinggi;

Melakukan Self Assessment secara berkala untuk menjaga dan

memelihara kapabilitas APIP Level 3.

2. MISIII :  MENINGKATKAN PERAN PENGAWASAN

INTERN DALAM MELAKUKAN MANAJEMEN
RESIKO, PENGENDALIAN DAN TATA KELOLA
ORGANISASI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

Sasaran2: Meningkatkan Hasil Pengawasan Yang

Berkualitas

Pencapaain sasaran ini diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja.

Adapun indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :
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Persentase OPD 35% 0 0
yang mendapat 8,69%  402,76%
temuan

berindikasi

merugikan

keuangan

daerah

rPeeIES%qé%%easi o0% 6519%  108,65%
hasil
pemeriksaan
yang telah
ditindaklanjuti

Upaya pencapaian sasaran ini dilaksanakan dengan kebijakan
yang diterapkan adalah “Meningkatkan Hasil Pengawasan yang
Berkualitas” dengan program pendukungnya yaitu Program
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH;

Adapun kegiatan-kegiatan pendukungnya antara lain :

Pelaksanaan 1.756.000.000  1.105.883.800 62,98
Pengawasan
internal secara

berkala

Penanganan Kasus 250.000.000 119.112.500 47,65
Pengaduan di

Lingkungan

pemerintah daerah

Pengendalian 667.000.000  430.756.543 64,58
manajemen

pelaksanaan

kebijakan =~ KDH

(LHKPN,

LHKASN,  LP2P,

Saber Pungli,

UPG)
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Inventarisasi 452.000.000 237.718.665 52,59
temuan

pengawasan

Tindak lanjut hasil 120.000.000 117.217.575 97,68
temuan

pengawasan

Koordinasi 180.000.000 143.894.750 79,94
pengawasan yang

lebih

komprehensif

Evaluasi  berkala 175.000.000 132.097.250 75,48
temuan hasil

pengawasan

Penyusunan 50.000.000 48.811.500 97,62
Ikhtisar  Realisasi

Pengawasan

Penyusunan 40.000.000 - 0,00
kebijakan  sistem

dan prosedur

pengawasan

3.690.000.000 2.335.492.583 63,29

Berdasarkan data  Sistem Informasi Manajemen Hasil
Pemeriksaan (SIM-HP) Inspektorat, menunjukkan bahwa OPD yang
masih mendapat temuan yang berindikasi kerugian daerah ada 4
(dua) OPD atau sebesar 8,69%.

Selanjutnya terkait dengan pemantauan perkembangan OPD
yang telah menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan, rekomendasi
sebanyak 3.246 dan rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sebanyak
1.570 rekomendasi atau sebesar 80,60% dari target yang telah
ditetapkan.

Masih belum tercapainya target OPD yang masih
mendapatkan temuan yang berindikasi kerugian daerah dan masih
rendahnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan disebabkan
karena :

1. OPD kurang komunikasi dengan pemeriksa baik terhadap APIP
ataupun dengan BPK pada saat pembahasan naskah temuan hasil

pemeriksaan;
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2.

OPD/Kecamatan/Kepenghuluan kurang memahami tata cara
pengelolaan keuangan;

Terhadap masih ada yang belum menindaklanjuti temuan hasil
pemeriksaan karena penyedia jasa yang terkait temuan kerugian
sulit dijumpai;

Koordinasi tindak lanjut dengan pegawai yang menjadi

PPTK/PPK/KPA karena pindah OPD.

Adapun faktor yang mendukung OPD mampu meminimalisir

mendapatkan temuan yang berindikasi merugikan keuang daerah

dan mampu menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan adalah :

1.

Pemerintah Daerah telah mampu menerapkan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap 16 OPD kategori
level 3, ini menunjukkan pengawasan atasan langsung mampu
diterapkan dengan baik;

Pengawasan yang dilakukan Inspektorat telah berbasis risiko dan
Inspektorat dapat memberikan peran layanan konsultasi dalam
pelaksanaan pengelolaan dan pertanggjawaban keuangan daerah;
Inspektorat terus melakukan pemantauan dan pendampingan
dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan langsung ke
OPD, Kecamatan dan Kepenghuluan;

Inspektorat terus berkoordinasi dengan BPK dan APIP lainnya
dalam pemantauan dan memberikan dokumen terkait tindak

lanjut hasil pemeriksaan kepada stakheholdernya.

Sebagai bahan pertimbangan untuk masa yang akan, Inpektorat akan

berupaya :

1.

Meningkatkan koordinasi dan laporan dengan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Ketua Majelis TGR untuk
segera menindaklanjuti temuan yang berindikasi merugikan

keuangan daerah;
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2. Terus menerus mendorong meningkatkan, meninternalisasikan
dan melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) di OPD;

3. Meningkatkan pendampingan dan pemantauan tindak lanjut

hasil pemeriksaan ke OPD/Kecamatan/Kepenghuluan.

Sasaran3: Meningkatnya Peran APIP dalam Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi.
Pencapaain sasaran ini diukur dengan 7 (tujuh) indikator kinerja.

Adapun indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

0,
g?(rg%ltaseyang 50% 57% 14%
telah
mengimpleme
ntaS| an SPIP
B level
erkembang

(FSeFEsDentaseyang 20% 10% 50%
mendapat

Wllayah Bebas

Korupsi

(WBK)  dan

Wilayah

BlrokraS|

Bersih

Melayani

(WBBM)

Nilai Hasil (0{0 0
PMPRB c 66,677

Persentase 70% 0 0
Kategori Hasil 52% 74:28%
Evaluasi

SAKIP  OPD

dengan _ nilai

minimal B

Laporan : : 5
keuangan Sesuai Sesuai SAP 100%

Pemerintah SAP
Daerah



Laparan Kinerja (Lkj) Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2019

(LKPD)_sesual
dengan SAP

Level 3
Maturitas SPIP n/a n/a
Instansi

Hasil Evaluasi BB 0
SAKIP. BB 100%
Instansi

Upaya pencapaian sasaran ini dilaksanakan dengan kebijakan yang
diterapkan adalah “Meningkatkan peran APIP dalam penerapan Reformasi
Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir” dengan
program pendukungnya yaitu Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dan Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.

Adapun kegiatan-kegiatan pendukungnya antara lain :

Penyusunan  Lakip, 120.000.000 111.023.500,00 92,52
LPPD dan LKPJ
Inspektorat;
- Penyusunan Renja; 40.000.000 36.368.000,00 90,92
. Inventarisasi Aset  20.000.000 11.625.000,00 58,13
Daerah
. Penyusunan Evaluasi  30.000.000 28.362.500,00 94,54
Renja;
Penyusunan  Reviu  120.000.000 40.072.500,00 33,39
Laporan Kinerja
Kabupaten;
Penyusunan Reviu 200.000.000 - 0,00
RKA;
Penyusunan  Reviu 300.000.000 258.632.000,00 86,21
Penyerapan
Anggaran;
Penyusunan 32.000.000 32.000.000,00 100,00
Pelaporan Keuangan
Semester;
Penyusunan  Reviu  180.000.000 131.383.000,00 72,99
Laporan  Keuangan
Pemerintah Daerah;



Laporan Kinerja (Lkj) Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2019

Penyusunan  Reviu  30.000.000 9.480.000,00 31,60
RKPD Kabupaten;

. Penyusunan Laporan 32.000.000 32.000.000,00 100,00

Keuangan Akhir
_ 1.104.000.000 690.946.500 62,59

Tahun;

Pemantauan 500.000.000 6eabc00 .
Pelaksanaan SPIP; SR TSR] 127
Pelaksananaan

Evaluasi 175.000.000 132.097.250 75,48
Akuntabilitas Kinerja

375.000.000 308.643.750 82,31

Untuk memenuhi tercapainya sasaran strategis “Meningkatnya peran
APIP dalam penerapan Reformasi Birokrasi” di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Rokan Hilir, parameternya diukur dengan 8 (delapan) indikator
kinerja, dengan target dan realisasi sebagai berikut :
1. Indikator Kinerja “Persentase @ OPD yang telah
mengimplementasikan SPIP pada Level Berkembang”

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP oleh
Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir telah dilaksanakan sesuai
laporan Self Assessment (SA) Inspektorat Kabupaten Rokan
Hilir Nomor 700/INSP/2018/383, tanggal 10 September 2018,
dengan hasil penilaian sebelum QA adalah 3,143 (level 3,
“terdefinisi”). Periode waktu penilaian maturitas
penyelenggaraan SPIP adalah sampai dengan saat proses self
assessment dilaksanakan.

Proses Assessment baik survei persepsi maupun
validasi/pembuktian secara umum telah dilaksanakan mengacu
pada pedoman. Uji petik dilakukan pada 16 (enam belas)
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merepresentasikan

entitas pemda.
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Validasi atau pembuktian telah dilakukan pada 25 sub
unsur SPIP sebagai fokus Assessment terhadap 16 OPD tersebut.
Hasilnya, 16 OPD yaitu :

Inspektorat 3 3,366 Terdefinisi
Badan Kepegawaian 3 3,308 Terdefinisi
Dan Pengembangan

Sumber Daya

Manusia

Sekretariat Daerah 3 3,276 Terdefinisi

Badan Perencanaan 3 3,231 Terdefinisi
Pembangunan

Daerah

Badan Pengelolaan 3 3,218 Terdefinisi
Keuangan dan Aset

Daerah

Badan Pendapatan 3 3,208 Terdefinisi
Daerah

Dinas Perikanan 3 3,316 Terdefinisi

Dinas Koperasi 3 3,343 Terdefinisi
Usaha Mikro Kecil

dan Menengah

Dinas Perindustrian 3 3,301 Terdefinisi
Dan Perdagangan,

Pasar

Dinas Pertanian 3 3,223 Terdefinisi
Dan Ketahanan

Pagan
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Dinas Kesehatan 3 3,218 Terdefinisi

Dinas 3 3,381 Terdefinisi
Pemberdayaan

Masyarakat Dan

Desa

Dinas PUTR 3 3,351 Terdefinisi

Dinas Permukiman 3 3,293 Terdefinisi
Dan Perumahan

Rakyat

Dinas  Pendidikan 3 3,246 Terdefinisi
Dan Kebudayaan

Rsud 3 3,254 Terdefinisi
Dr.Rm.Pratomo

Target Indikator Kinerja Tahun 2019, OPD yang mendapatkan
level berkembang adalah 14 OPD atau 50%, Namun Realisasinya OPD
mampu meningkatkan maturitas SPIPnya ke level 3 kategori TERDEFINISI
menjadi 16 OPD atau 57%.

Secara Target OPD Tahun 2019, Inspektorat dan Pemerintah
Kabupaten Rokan Hilir mampu mencapai dan melampauinya dari target 14
OPD level 2 kategori BERKEMBANG menjadi Realisasi 16 OPD level 3
Kategori TERDEFINISI.

Namun Hasil QA BPKP atas penilaian maturitas
penyelenggaraan SPIP pada pemerintah Kabupaten Rokan Hilir
menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir belum memenuhi
karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi)

sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2018 tentang SPIP,
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sebagaimana ditetapkan dalam pedoman (Peraturan Kepala BPKP No. 4

Tahun 2016), sebagai berikut:

Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP
Keterangan
Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir
Hasil SA Hasil QA Naik / (Turun)
( ) Level 2
3,143 2,032 0,211
“BERKEMBANG”

Hasil QA menunjukkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP
Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir mencapai 2,932 atau turun sebesar
0,2114 dari hasil SA Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dengan nilai sebesar
3,143. Dengan hasil tersebut maka tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP
pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir masih mencapai Level 2
(Berkembang), Sesuai dengan target untuk tingkat Pemerintah Daerah,
dengan rincian sebagai berikut:

Bobot Hasil SA Hasil QA Perubah

Unsur SPIP
(%) Skor | Nilai | Skor | Nilai | an Nilai

Lingkungan 30 3,250 | 0,975 | 3,000 | 0,900 0,075
Pengendalian
Penilaian Risiko 20 3,000 | 0,600 | 0,600 | 3,000 0,000
Kegiatan 25 3,273 | 0,818 | 2,727 | 0,682 0,136
Pengendalian
Informasi dan| 10 3,000 | 0,300 | 3,000 | 0,300 | 0,000
Komunikasi
Pemantauan 15 3,000 | 0,450 | 3,000 | 0,450 | 0,000
Jumlah 100 3,143 2,932 0,211

Faktor pendukung dalam pencapaian target maturitas SPIP level

2 kategori “BERKEMBANG” adalah :
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1) Tim Assessor dan counterpart telah mengikuti kegiatan
sosialisasi atau workshop terkait SPIP;

2) Pelaporan hasil self assessment secara formal telah disusun
dan didukung dengan kertas kerja dan dokumen pendukung;

3) Proses assessment baik survei persepsi maupun
validasi/pembuktian secara umum telah dilaksanakan

mengacu pada pedoman.

Pada Tahun 2019 BPKP Pusat belum dapat melaksanakan proses
Quality Assurance (QA) karena belum adanya penilaian mandiri atau Self
Assessment terhadap pemenuhan dokumen SPIP Level 3 dari 16 OPD yang
menjadi sampel oleh Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir.

Sebagai bahan pertimbangan untuk masa yang akan datang,
khususnya Tahun 2020, Inspektorat akan berupaya mendorong untuk
mendapatkan maturitas SPIP Level 3 kategori “TERDEFINISI” dan
mengusulkan kepada Bupati untuk :

a. Memperbaiki infrastruktur pengendalian intern atas
pemenuhan peningkatan/penguatan parameter-parameter
sub unsur SPIP yang menjadi area of improvement (AOI),
antara lain melakukan evaluasi atas efektivitas implementasi
dan kebijakan pada seluruh sub unsur antara lain terkait
kepemimpinan yang kondusif, Struktur Organisasi sesuai
kebutuhan, Reviu atas kinerja, Penetapan dan reviu indikator;

b. Mempercepat tindak lanjut atas Temuan Hasil Pemeriksaan
BPK RI dalam rangka pencapaian Opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP);

c. Mendorong OPD untuk bersama sama memperoleh hasil
evaluasi LKj Kabupaten Rokan Hilir dengan nilai BB;

d. Mendorong dan memantau konsistensi penyelenggaraan SPIP

pada seluruh OPD dengan memperhatikan substansi
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pengendalian intern untuk masing-masing unsur dan sub
unsur sebagaimana tercantum dalam PP 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

e. Sekretariat Daerah dan Inspektur Kabupaten Rokan Hilir
selaku Ketua Satgas SPIP Kabupaten Rokan Hilir dan selaku
Tim Penilai untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan SPIP

Kabupaten Rokan Hilir secara berkala setiap tahunnya.

2. Indikator Kinerja “Persentase OPD yang mendapatkan
kategori Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)”

Target indikator OPD yang mendapatkan kategori
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih
Melayani (WBBM) Tahun 2019 adalah 20% atau sebanyak 6 OPD,
realisasinya sebesar 10% atau sebanyak 3 OPD.

Berdasarkan laporan hasil monitoring dan evaluasi
Tahun 2019 oleh Tim Penilaian Internal (TPI) Zona Integritas
Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang dikirimkan ke Deputi
Bidang Reformasi Birokrasi , Akuntabilitas Aparatur, dan

Pengawasan, sebagai berikut :

NO. OPD NOMOR PREDIKAT | CAPAIAN CAPAIAN
LAPORAN NILAI HASIL
PROSES | MONITORING
DAN DAN
HASIL EVALUASI
1. Dinas 700/INS/2019/220 | Memenuhi 80,25 81,50
Penanaman Kriteria
Modal dan Menuju
Pelayanan WILAYAH
Terpadu Satu BEBAS
Pintu KORUPSI
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(WBK)

2. Rumah Sakit | 700/INS/2019/221 | Memenuhi 81,55 85,17
Umum Kriteria
Daerah Menuju
(RSUD) Dr. WILAYAH
R.M. BEBAS
Pratomo KORUPSI

(WBK) atau
WILAYAH
BIROKRASI
BERSIH
DAN
MELAYANI
(WBBM)

3. Pusat 700/INS/2019/222 | Memenuhi 75,00 75,94
Kesehatam Kriteria
Masyarakat Menuju
(Puskesmas) WILAYAH
Bagansiapiapi BEBAS

KORUPSI
(WBK)

Upaya yang akan dilaksanakan untuk masa yang akan datang,

khususnya pada Tahun 2020 adalah :

1) Melakukan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah agar dapat

sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis Akrual;

2) Melakukan koordinasi dengan BPKAD dalam penelusuran asset

Pemerintah Daerah;

3) Melakukam opname kas dalam upaya mempercepat penyusunan

laporan keuangan OPD.
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3. Nilai Hasil PMPRB

Nilai Reformasi Birokrasi yang diperoleh Kabupaten

Rokan Hilir belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar

66,67% dengan memperoleh nilai C dari target CC untuk tahun

2019. Berbagai upaya yang telah dilakukan demi kemajuan

pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Rokan Hilir terlihat dari berbagai perubahan berikut

ini:

Terdapat upaya sinkronisasi dan harmonisasi Ranperda
sebelum ditetapkannya menjadi Perda;

Telah dilakukan evaluasi atas ketepatan fungsi
organisasi terkait adanya kemungkinan duplikasi fungsi
antara satu unit kerja dengan unit kerja lainnya;
Kebijakan promosi terbuka telah dilakukan; dan
Beberapa kebijakan terkait penguatan pengawasan

telah dilakukan, seperti pelaporan gratifikasi.

Adapun beberapa rekomendasi dalam meningkatkan

kualitas birokrasi serta mampu lebih menumbuhkan budaya

kinerja dan memperkuat integritas pegawai di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, yaitu :

1.

Mengintegrasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi
pada Pemerintah Daerah dengan perangkat daerah dan
secara berjenjang melakukan internalisasi arah
perubahan yang dicanangkan kepada seluruh pegawai
sehingga mereka memahami arah perubahan tersebut

dan dilibatkan dalam proses perubahan;
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Melakukan penilaian kinerja individu secara berkala
dan berkelanjutan serta melakukan penyelarasan
ukuran kinerja individu dengan kinerja organisasi;

Melakukan assessment kepada seluruh pegawai dan
menetapkan standar kompetensi untuk seluruh
jabatan. Hasil dari proses ini dijadikan dasar pola untuk

pengembangan pegawai;

. Melakukan optimalisasi terhadap implementasi e-

government sebagai upaya meningkatkan kualitas
pelayanan publik kepada masyarakat;

Menindaklanjuti hasil survey integritas terhadap
jabatan dan organisasi, serta hasil survey pelayanan

publik dan persepsi korupsi;

. Membangun zona integritas pada unit kerja

percontohan secara lebih intensif sehingga mendapat
predikat menuju WBK/WBBM dengan berpedoman

pada Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014.

Adapun rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut ;

Komponen Pengungkit
Manajemen Perubahan 5,00 1,09
Penataan Peraturan 5,00 1,66

Perundang - Undangan

Penataan dan Penguatan 6,00 1,57
Organisasi

Penataan Tatalaksana 5,00 1,44
Penataan Sistem Manajemen 15,00 9,13
SDM

Penguatan Akuntabilitas 6,00 1,81
Penguatan Pengawasan 12,00 2,34
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Peningkatan Kualitas 6,00 2,03
Pelayanan Publik
Total Komponen Pengungkit 60,00 21,07

(A)

Komponen Hasil

Nilai Akuntabilitas Kinerja 14,00 8,44
Survei Internal Organisasi 6,00 3,90
Survey Eksternal Persepsi 7,00 5,53
Korupsi
Opini BPK 3,00 3,00
Survey Eksternal Pelayanan 10,00 7,88
Publik
- Total Komponen Hasil (B) 40,00 28,75
Indeks Reformasi Birokrasi 100,00 49,82
. (A+B)

4. Indikator Kinerja “Persentase Hasil SAKIP OPD dengan
Nilai Minimal B”

Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang
dilaksanakan oleh Inspektorat menargetkan yang ditetapkan
pada Perjanjian Kinerja (Penja) Tahun 2019 adalah 32 OPD atau
70% dari 28 OPD dan 18 Kecamatan se-Kabupaten Rokan Hilir .
Realisasinya OPD yang mendapatkan nilai minimal B adalah 24
OPD dari 28 OPD dan 18 Kecamatan se-Kabupaten Rokan Hilir
atau 52%.

Faktor pendukung tercapainya target Hasil SAKIP OPD
dengan Nilai B adalah :

1) Tim penyusun Laporan Kinerja OPD telah mengikuti kegiatan

workshop terkait Penyusunan Rencana Strategis (Renstra);
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2) Laporan Kinerja OPD sebagian besar telah mengacu kepada
Peraturan Kementerian PAN RB

3) Tim Evaluator Inspektorat telah mendapatkan bimbingan
teknis terkait tata cara evaluasi SAKIP.

Selanjutnya tidak ada hambatan yang berarti dalam
mencapai target hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD dengan nilai minimal “B”
Tahun 2019.

Upaya yang akan dilaksanakan untuk masa yang akan
datang, khususnya pada Tahun 2020 adalah melakukan
pendampingan penyusunan Renstra dan LKj kepada OPD yang
belum mendapatkan nilia sakip “B” dan mereviu kembali
indikator kinerja yang belum sesuai antar target dan realisasi
serta mendorong OPD agar dapat nilai evaluasi menjadi lebih

baik.

KLASIFIKASI NILAI SAKIP OPD
TAHUN 2019

Gambar 3. Klasifikasi Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD
Tahun 2019
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5. Indikator Kinerja “LKPD sesuai dengan SAP”

Untuk mencapai target Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) sesuai dengan SAP Tahun 2019 adalah dengan
melakukan reviu, dalam pelaksanaan reviu tersebut secara umum
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) telah sesuai
dengan SAP. Namun, masih terdapat beberapa kelemahan yang
menjadi catatan yang dilaporkan dalam Laporan Hasil Reviu
untuk ditindaklanjuti.

Hambatan yang terjadi dalam mencapai target LKPD
sesuai dengan SAP adalah :

1) Laporan Keuangan tidak bedasarkan hasil konsolidasi Laporan
Keuangan OPD;

2) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir
perlu dilakukan revisi menyesuaikan dengan ketentuan yang
berlaku;

Adapun faktor pendukungnya adalah komitmen
Kepala Daerah dan seluruh OPD dalam menelusuri asset dan
piutang daerah serta memberikan peran yang signifikan kepada
tenaga akuntasi di setiap OPD dalam menyusun laporan
keuangan.

Upaya yang akan dilaksanakan untuk masa yang akan
datang, khususnya pada Tahun 2020 adalah melakukan
inventarisasi asset dan tetap melakukan reviu terhadap Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah sebelum diserahkan ke Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai upaya untuk memberikan
keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah

disajikan sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP).
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6. Indikator Kinerja “Level Maturitas SPIP Instansi”

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP  oleh
Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir telah dilaksanakan sesuai
laporan Self Assessment (SA) Inspektorat Kabupaten Rokan
Hilir Nomor 700/INSP/2018/383, tanggal 10 September 2018,
dengan hasil penilaian SA Inspektorat adalah 3,366 (level 3,
“terdefinisi”). Periode waktu penilaian maturitas
penyelenggaraan SPIP adalah sampai dengan saat proses self
assessment dilaksanakan.

Target Indikator Kinerja Tahun 2019, Inspektorat
mendapatkan level 3 kategori TERDEFINISI. Untuk Indikator
Maturitas SPIP Instansi Tahun 2019 belum dapat diukur. Hal ini
dikarenakan pelaksanaan Quality Assurance (QA) baru dapat
dilaksanakan pada Tahun 202o0.

Upaya yang akan dilakukan dimasa yang akan datang
adalah :

a) Mendorong dan memantau konsistensi
penyelenggaraan SPIP dengan memperhatikan
substansi pengendalian intern untuk masing-masing
unsur dan sub unsur sebagaimana tercantum dalam
PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah;

b) Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir selaku Tim
Penilai akan terus berupaya melakukan evaluasi
penyelenggaraan SPIP Kabupaten Rokan Hilir secara

berkala setiap tahunnya.
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7. Indikator Kinerja “Hasil Evaluasi SAKIP Instansi”

Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Tahun 2019 adalah BB, target
yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (Penja) Tahun 2019
adalah BB. Berarti antara target dan realisasi sesuai atau 100%.

Faktor pendukung tercapainya target adalah :

a) Tim penyusun Laporan Kinerja telah mengikuti kegiatan
workshop terkait Penyusunan Rencana Startegis (Renstra);

b) Laporan Kinerja telah mengacu kepada Peraturan
Kementerian PAN RB;

c) Tim Evaluasi telah mendapatkan bimbingan teknis terkait tata
cara evaluasi SAKIP.

Untuk mencapai target hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Tahun 2019
adalah BB, tidak ada hambatan yang berarti.

Upaya yang akan dilaksanakan untuk masa yang akan
datang, khususnya pada Tahun 2020 adalah mengevaluasi
kembali indikator kinerja yang belum sesuai anatar target dan
realisasi dan mengupayakan agar dapat nilai evaluasi menjadi

lebih baik (evaluasi sakip dengan nilai “A”).

B. REALISASI ANGGARAN
Pencapaian sasaran yang telah ditargetkan Inspektorat
Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2019 tidak terlepas dari adanya

dukungan dana yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD).

APBD Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2019 ditetapkan

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2018
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tentang penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019. Berdasarkan APBD tersebut anggaran untuk
melaksanakan kegiatan, program dan kebijakan Inspektorat Kabupaten
Rokan Hilir tahun 2019, telah disediakan Belanja Tidak Langsung (BTL)
gaji dan tunjangan sebesar Rp 11.619.282.089 dan realisasi sampai akhir
tahun 2019 sebesar 10.613.693.349 atau 91,35 % dari anggaran yang

tersedia.

Adapun Realisasi Anggaran Tahun 2019 Menurut Program

dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

I Program Pelayanan 1.560.000.000 1.439.990.513 92,31
Administrasi
Perkantoran

1 Penyediaan Jasa  Surat 15.000.000 13.490.000 89,93
Menyurat

2 Penyediaan Jasa 180.000.000 129.329.370 71,85
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik

3 Penyediaan Jasa 70.000.000 38.169.735 54,53
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional

4 Penyediaan Alat  Tulis 150.000.000 149.629.700 99,75
Kantor

5 Penyediaan Barang 150.000.000 145.351.800 96,90
Cetakan dan Penggandaan

6 Penyediaan Komponen 35.000.000 34.299.000 98,00
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

7 Penyediaan Peralatan 35.000.000 34.825.000 99,50
Rumah Tangga

8 Penyediaan Bahan Bacaan 55.000.000 34.935.000 63,52
dan Peraturan Perundang -
Undangan

9 Penyediaan Makanan dan 120.000.000 119.378.000 99,48
Minuman

10 Rapat-Rapat Kordinasi dan 650.000.000 648.765.408 99,81
Konsultasi Keluar Daerah

1 Rapat-Rapat Koordinasi 100.000.000 91.817.500 91,82
dan Konsultasi Kedalam
Daerah
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II Program Peningkatan 2.589.000.000 2.467.830.493 95,32
Sarana dan Prasarana
Aparatur

1 Pembuatan Miniatur/Baru 30.000.000 29.800.000,00 99,33

2 Pengadaan Alat-Alat Ukur 60.000.000 - 0,00
Bangunan dan Jalan

3 Pengadaan CCTV/Baru 30.000.000 29.964.000,00 99,88

4 Pengadaan Karpet 40.000.000 38.880.000,00 97,20
Mushola/Baru

5 Pengadaan Alat-Alat Studio 80.000.000 79.948.300,00 99,94

6 Pengadaan Komputer, 200.000.000 197.935.600,00 98,97
laptop, printer, dan
kelengkapan komputer

7 Pengadaan Mesin 28.000.000 28.000.000,00 100,00
Penghancur Kertas

8 Pengadaaan Genset dan 80.000.000 78.500.000,00 98,13
Ruang Genset

9 Pengadaan Meubiler 75.000.000 74.998.000,00 100,00

10 Pemeliharaan 232.200.000 210.562.000,00 90,68
Rutin/Berkala Gedung
Kantor

u Pemeliharaan 120.000.000 114.838.058,00 95,70
Rutin/Berkala Mobil
Jabatan

12 Pemeliharaan 300.000.000 299.641.729,00 99,88
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional

13 Pemeliharaan 50.000.000 41.375.000,00 82,75
Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung
Kantor

14 Pemeliharaan AC 50.000.000 49.070.000,00 98,14

15 Pemeliharaan 120.000.000 119.853.000,00 99,88
Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor.

16 Pemeliharaan 00.000.000 89.894.750,00 99,88
Rutin/Berkala Peralatan
Rumah Dinas/Jabatan

17 Pembuatan dan 1.003.800.000 984.570.056,45 98,08
Pemasangan Partisi Kantor

18 Pembangunan Sarana - - 0,00
Perkantoran  Inspektorat
(Musholla Kantor)

11 Program Peningkatan 100.000.000 99.871.200 99,87
Disiplin Aparatur

1 Pengadaan Pakaian Dinas 100.000.000 99.871.200 99,87

1A% Program Peningkatan 680.000.000 575-134.980 84,58
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur

1 Peningkatan  Kapabilitas 250.000.000 212.109.380,00 84,84
APIP




Laporan Kinerja (Lkj) Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2019

Penilaian Angka Kredit
(PAK) Jabatan Fungsional
Auditor dan P2UPD

80.000.000

74.892.400,00

93,62

Bimbingan Teknis
Implementasi  Peraturan
Perundang-undangan

300.000.000

288.133.200,00

96,04

Pelaksanaan Sosialisasi
Anti Korupsi

50.000.000

0,00

Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan

1.104.000.000

690.946.500

62,59

Evaluasi Renja

30.000.000

28.362.500,00

94,54

Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD (Penyusunan LAKIP,
LPPD, LKPJ)

120.000.000

111.023.500,00

92,52

Penyusunan Renja SKPD

40.000.000

36.368.000,00

90,92

Penyusunan Pelaporan
Keuangan Semesteran

32.000.000

32.000.000,00

100,00

Penyusunan Reviu Laporan
Kinerja Kabupaten

120.000.000

40.072.500,00

33,39

Penyusunan Reviu Laporan
Keuangan Kabupaten
Rokan Hilir

180.000.000

131.383.000,00

72,99

Reviu RKPD Kabupaten
Rokan Hilir

30.000.000

9.480.000,00

31,60

Penyusunan Reviu RKA

200.000.000

0,00

Peyusunan Reviu
Penyerapan Anggaran

300.000.000

258.632.000,00

86,21

10

Inventarisasi Aset Daerah

20.000.000

11.625.000,00

58,13

11

Penyusunan Laporan
Keuangan akhir tahun

32.000.000

32.000.000,00

100,00

Program Peningkatan
Sistem Pengawasan
Internal dan
Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
KDH

3.970.000.000

2.512.039.083

63,28

Pelaksanaan  Pengawasan
Internal secara Berkala

1.756.000.000

1.105.883.800

62,98

Penanganan Kasus
Pengaduan di Lingkungan
Pemerintah Daerah

250.000.000

119.112.500

47,65

Pengendalian manajemen
pelaksanaan kebijakan
KDH (LHKPN)

138.000.000

110.697.500

80,22

Pengendalian manajemen
pelaksanaan kebijakan
KDH (LHKASN)

83.000.000

0,00
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5 Pengendalian manajemen 126.000.000 124.763.000 99,02
pelaksanaan kebijakan
KDH (LP2P)

6 Pengendalian manajemen 200.000.000 122.027.087 61,01
pelaksanaan kebijakan
KDH (Saber Pungli)

7 Pengendalian manajemen 120.000.000 73.268.956 61,06
pelaksanaan KDH (Unit
Pengendalian Gratifikasi)

8 Inventarisasi Temuan 80.000.000 - 0,00
Pengawasan (pendata
Kerugian Daerah / Negara)

9 Tindak Lanjut Hasil 452.000.000 237.718.665 52,59
Temuan Pengawasan

10 Koordinasi pengawasan 120.000.000 117.217.575 97,68
yang lebih komprehensif
PKPT

u Evaluasi berkala temuan 180.000.000 143.894.750 79,94
hasil pengawasan

12 Pelaksananaan Evaluasi 175.000.000 132.097.250 75,48
Akuntabilitas Kinerja

13 Pemantauan Pelaksanaan 200.000.000 176.546.500 88,27
SPIP

14 Penyusunan Ikhtisar 50.000.000 48.811.500 97,62
Realisasi Pengawasan

15 Penyusunan kebijakan 40.000.000 - 0,00
sistem  dan  prosedur
pengawasan

VII Program Peningkatan 800.000.000 148.069.700,00 18,51
Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan

1 Pelatihan Pengembangan 175.000.000 74.886.500,00 42,79
Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur Pengawasan
Pemahaman Prosedur
Pengawasan (Pelatihan
PKS)

2 Pelatihan Pengembangan 175.000.000 - 0,00
Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur Pengawasan
Pemahaman Prosedur
Pengawasan (Pelatihan
PPM)

3 Pelatihan Pengembangan 250.000.000 73.183.200,00 29,27
Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur Pengawasan(
Sertifikasi)

4 Pelatihan Teknis 200.000.000 - 0,00

Pengawasan dan Penilaian
Akuntabilitas Kinerja
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Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat

Kabupaten Rokan Hilir sehingga realisasi kegiatan relatif belum maksimal

adalah sebagai berikut :

1.

Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) baik secara kuantitas
maupun kualitas dibandingkan cakupan audit (audit coverage) yang
cukup besar;

Masih rendahnya kesadaran OPD dalam penguatan sistem pengendalian
internal pemerintah (SPIP) dan melaksanakan tindak lanjut hasil
pengawasan;

Belum tersusun register resiko dan data kinerja OPD sebagai pendukung
pelaksanaan audit dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, upaya-upaya yang

telah dan akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1.

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan auditor, dengan
mengikutsertakan dalam program pendidikan dan pelatihan audit dan
melakukan joint audit dengan BPKP dan APIP lainnya;

Mendorong OPD menyusun register resiko dan penguatan
penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan
menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan;

Memfasilitasi OPD untuk membangun data kinerja sehingga dapat
dianalisa hasil (outcome) untuk menentukan tingkat kegagalan dan
keberhasilan organisasi dan upaya-upaya penyelesaiannya;

Percepatan Maturitas SPIP ke level 3;

5. Meningkatkan Kapabilitas APIP menuju level 3;

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
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BAB 4
PENUTUP

A. SIMPULAN

Dengan visi menjadi pelopor sekaligus pendorong (change of
agent) aparatur pemerintah daerah di lingkungan Kabupaten Rokan
Hilir dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kebijakan
dan peraturan perundang undangan yang berlaku, maka ditetapkan 3
(tiga) sasaran strategis dengan 1 (sebelas) indikator kinerja. Pada tahun
2019, untuk 3 (tiga) sasaran strategis ditetapkan sebanyak 64 (enam
puluh empat) kegiatan dengan 1 (sebelas) indikator kinerja, capaian
akhir sebagian besar sasaran dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Rokan
Hilir tahun 2019 dapat mencapai 100%, kecuali sejumlah sasaran dan
kegiatan yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan karena
keterbatasan dana (rasionalisasi anggaran) sehingga kegiatan tidak

dapat dilaksanakan.

B. SARAN
Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir untuk masa yang akan
datang agar lebih meningkatkan kinerjanya secara optimal, dengan
memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Melaksanakan kegiatan audit secara lebih teratur dengan
perencanaan PKPT berbasis risiko dan program strategis pemerintah
daerah;

b. Melaksanakan kendali mutu (KM) dalam setiap pelaksanaan audit
/reviu;

c. Meningkatkan pelaksanaan pemantauan dan penyelesaian tindak

lanjut hasil pengawasan secara berkala;
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d. Meningkatkan kualitas dan kecepatan pelaporan hasil pembinaan
dan pengawasan;
e. Meningkatkan penegakan disiplin dan etos kerja pengawas/auditor

sesuai standar profesional dan kode etik aparat pengawas/auditor.
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PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

INSPEKTORAT

Komplek Perkantoran Batu 6 Jalan Lintas Pesisir Sungai Rokan Telp. (0767) 2700270 Fax. (0767) 2700271
KECAMATAN BANGKO - BAGANSIAPIAPI

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel

serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama g H. MUHAMAD NURHIDAYAT, SH, MH
Jabatan : Inspektur Kabupaten Rokan Hilir

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. SUYATNO
Jabatan ; Bupati Rokan Hilir
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertamaberjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mancapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target

kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam

rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bagansiapiapi, 3c Oktober 2019
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PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018
INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR

TARGET TAHUN 2019
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJIA
L (TAHUN KE -3)
C R e B e ‘ A
1 Meningkatnya Kualitas dan Kapabilitas APIP Persentase Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar 60%
kompetensi
Kapabilitas APIP menjadi Level 3 Level 3
Meningkatnya Hasil Pengawasan yang Berkualitas Persentase OPD yang tidak mendapat temuan berindikasi merugikan 35%
£ keuangan daerah
Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti 60%
" Meningkatnya Peran APIP dalam Pelaksanaan Reformasi | Persentase SKPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level 50%
Birokrasi berkembang
Persentase OPD yang mendapat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah 20%
Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)
Nilai Hasil PMPRB (oY
Persentase kategori Hasil Evaluasi SAKIP OPD dengan nilai minimal B 70%
Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai dengan SAP Sesuai dengan SAP
Level Maturitas SPIP Instansi 3
Hasil Evaluasi SAKIP Instansi BB
NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.560.000.000 APBDP
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.589.000.000 APBDP
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100.000.000 APBDP
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 680.000.000 APBDP
4  Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 1.104.000.000 APROP
Capaian Kinerja dan Keuangan
5 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan 3.970.000.000 APBDP
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
6 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa £00.000.000 APBDP
dan Aparatur Peng‘aWasaQ
s A A
E S o Okbber 2019
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PENGUKURAN KINERJA INSPEKTORAT TAHUN 2019



PENGUKURAN KINERJA LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT TAHUN 2019

Meningkatnya Hasil
Pengawasan yang Berkualitas

Meningkatnya Peran APIP
dalam Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi

W

Persentase OPD yang mendapat
temuan berindikasi merugikan
keuangan daerah

Persentase rekomendasi hasil
pemeriksaan yang telah
ditindaklanjuti

Persentase SKPD yang telah
mengimplementasikan SPIP
pada level berkembang
Persentase OPD yang mendapat
Wilayah Bebas Korupsi (WBK)
dan Wilayah Birokrasi Bersih
Melayani (WBBM)

Nilai Hasil PMPRB

Persentase Kategori Hasil
Evaluasi SAKIP OPD dengan
nilai minimal B

Laporan keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) sesuai dengan
SAP

Level Maturitas SPIP Instansi
Hasil Evaluasi SAKIP Instansi

35%

60%

50%

20%

CcC

70%

Sesuai SAP

8,60%

48,36%

57,14%

6,5%

C

52,14%

Sesuai SAP

n/a
BB

402,76%

80,60%

114,28%

32,50%

66,67%
74,49%

100%

n/a
100%
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